






Jurnal Justice Volume 6 Nomor 1 Mei  2024 

 

1 | P a g e  

 

ANALISA YURIDIS TENTANG KEABSAHAN PERJANJIAN TANPA MATERAI 

 

 

Juliati Br Ginting 

 

 Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong  

E-mail:  juliatiginting@unikarta ac.id 

                                        

 

 

Abstract 

 

 

An agreement letter that does not use a stamp does not mean it is invalid because an 

agreement is valid if the four conditions for a valid agreement are fulfilled based on 

Article 1320 of the Civil Code, whereas stamp duty is as regulated in Law Number 10 of 

2020 concerning Stamp Duty that Stamp Duty is a tax imposed on a document. . Stamp 

duty states that agreements and other documents made with the aim of being used as 

evidence regarding actions, facts or circumstances of a civil nature are imposed on those 

documents. To obtain legal certainty for an agreement, it must be carried out in 

accordance with the legal provisions or norms that apply in society. The absence of a seal 

in an agreement (for example, a sale and purchase agreement), does not mean that the 

legal act (sale and purchase agreement) is invalid. Meanwhile, the legal act itself remains 

valid because whether an agreement is valid or not is not whether there is a seal, but is 

determined by Article 1320 of the Civil Code. 

Meanwhile, if a letter of agreement does not use a stamp, if it is used as documentary 

evidence in a civil case in court, it must be stamped first at the post office as a tax 

document. In a civil case or throughout the entire trial stage in the selection of a civil case, 

evidence plays a very important role, and one of the first pieces of evidence is a letter 

which can be said to be a document. 

 

 

Keywords: Agreements without a stamp are still valid. 
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Abstrak 

 

 

Surat perjanjian yang tidak menggunakan meterai bukan berarti tidak sah karena 

sahnya suatu perjanjian jika terpenuhi empat syarat sah perjanjian berdasarka pasal 

1320 KUHPerdata sedangankan materai sebagaimana diatur di dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea meterai bahwa Bea Meterai adalah 

pajak yang dikenakan atas suatu dokumen. Bea Meterai disebutkan bahwa terhadap 

surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan 

sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat 

perdata maka dikenakan atas dokumen tersebut. Untuk memperoleh kepastian hukum 

suatu surat perjanjian, harus dilakukan menurut ketentuan atau norma-norma hukum 

yang berlaku dalam masyarakat. Dengan tiadanya meterai dalam suatu surat 

perjanjian (misalnya perjanjian jual beli), tidak berarti perbuatan hukumnya 

(perjanjian jual beli) tidak sah. Sedangkan perbuatan hukumnya sendiri tetap sah 

karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya meterai, tetapi di 

tentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata.  

Sedangkan Surat Perjanjian Yang tidak Menggunakan Meterai  Jika Sebagai Alat 

Bukti Surat Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan maka harus di materai terlebih 

dahulu di kantor pos sebagai pajak dokumen. Dalam suatu perkara perdata atau dari 

keseluruhan tahap persidangan dalam penyeleksian perkara perdata, pembuktian 

memegang peranan yang sangat penting, dan salah satu alat bukti pertama adalah 

surat yang boleh dikatakan merupakan dokumen. 

 

 

Kata kunci: Perjanjian tanpa materai tetap sah. 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kebiasaan untuk berinteraksi dengan 

manusia lainnya dalam suatu masyarakat. Meluasnya pergaulan manusia itu membuat 

manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya tidak dapat berperilaku sebebasnya 

meskipun setiap manusia memiliki kehendak bebas masing-masing. Dalam 

pergaulannya, manusia melakukan berbagai hubungan yang tentu melibatkan orang 

lain, seperti hubungan perdata. Hukum perdata pada hakikatnya merupakan hukum 

yang mengatur kepentingan antara warga perseorangan yang satu dengan warga 

perseorangan lainnya. Sebagai subjek hukum tentunya manusia mempunyai hak-hak 

dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. 

Akibat hukum dari surat perjanjian yang dibuat menimbulkan hak dan kewajiban 

bagi masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada surat 

perjanjian tersebut. Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur 
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dalam pasal 1313 yaitu: “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 

1(satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1(satu) orang lain atau lebih”. 

Hukum perdata pada hakekatnya merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum 

antara orang dengan orang. Dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

perihal perikatan (van verbintennissen) yang memiliki sistem terbuka artinya bahwa 

setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang 

belum diatur dalam Undang-Undang  sebagaimana pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, yaitu: “semua persetujuan yang di buat sesuai dengan 

Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.  

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: 

“kesepakatan mereka yang mengikat dirinya; kecakapan untuk membuat suatu 

perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; suatu sebab yang tidak terlarang”. Dengan 

dipenuhinya empat syarat sah perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah 

dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. 

Saat ini banyak masyarakat yang berpendapat atau beranggapan bahwa tanpa 

meterai, maka perjanjian/kontrak yang telah dibuat akan menjadi tidak sah dan karena 

yakinnya akan hal tersebut, tidak sedikit masyarakat yang rela membuat ulang 

perjanjian mereka hanya karena kelupaan dalam pemberian atau pelunasan meterai 

dalam perjanjian yang dibuat. 

Selain itu ada juga masyarakat yang tidak mau memenuhi janjinya sebagaimana 

yang telah dituangkan dalam perjanjian yang telah dibuat dengan alasan perjanjian 

yang dibuat tidak sah karena tidak ada meterainya. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Guna  untuk  menjawab  permasalahan  yang  telah  dirumuskan dalam 

penelitian ini, digunakan metode penelitian, yaitu penelitian hukum normatif (yuridis 

Normatif). Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian 

hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka 

(Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001:13-14). Penelitian ini dilakukan untuk 

mendapatkan dasar hukum, asas-asas serta prinsip-prinsip yang digunakan untuk 

mengetahui keabsahan permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk 
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diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan 

literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.  

 

C. KERANGKA TEORI  

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan selain dari pada undang-

undang.Perjanjian memiliki pengertian sebagai suatu peristiwa di mana seseorang 

berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian dengan demikian merupakan 

penghubung antara orang yang satu dengan yang lain, di mana para pihak membawa 

kepentingan masing-masing. (Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, 2018:7) 

Menurut ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 

Perjanjian didefinisikan sebagai “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu 

orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika 

diperhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa 

perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Masing-

masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih, bahkan dengan 

berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih 

badan hukum. (Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2014:91 

Berikut definisi dan pengertian perjanjian dari beberapa sumber buku: 

Perjanjian yaitu perbuatan berdasar kesepakatan dimana seorang atau lebih 

saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi tersebut 

menunjukan adanya asas konsensualisme, asas kepercayaan, dan asas keseimbangan. 

Bahwa atas dasar kesepakatan dan kepercayaan, kedua pihak saling mengikatkan 

dirinya dalam perjanjian sehingga ada perjanjian dan keseimbangan hukum diantara 

keduanya. (Sudikno Mertokusumo, 1995:97) 

Dengan demikian suatu kesepakatan berupa perjanjian atau kontrak pada 

hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata) ayat (1): “ semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan 

Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. 

Kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak 

yang membuatnya. 

Dalam perjanjian, kesepakatan merupakan dasar suatu perbuatan dari seorang 

atau lebih  yang saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum. 
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Sehingga kata sepakat akan timbul dari apa yang dikehendaki oleh pihak pertama dan 

dikehendaki pula oleh pihak kedua sehingga terjadi keseimbangan di antara kedua 

belah pihak. 

Asas-asas Hukum Perjanjian 

Asas hukum merupakan  landasan  yang  paling  luas  bagi  lahirnya  suatu 

 peraturan hukum. Ini berarti bahwa peraturan-peraturan hukum pada akhirnya 

bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman 

atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum 

tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit 

tetapi juga dalam hal menerapkan aturan. 

Sejumlah prinsip atau asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. 

Prinsip-prinsip atau asas-asas utama dianggap sebagai soko guru hukum perjanjian, 

memberikan sebuah gambaran mengenai latar belakang cara piker yang menjadi dasar 

hukum perjanjian. Satu dan lain karena sifat funda mental hal-hal dikatakan pula 

sebagai prinsip-prinsip dasar. 

Adapun asas-asas dalam hukum perjanjian adalah sebagai berikut: 

1. Asas Kebebasan Berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas 

yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian 

sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa 

semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi 

mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 

KUHPerdata yangmenerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. 

2. Asas Konsensualisme. Asas konsensualisme berasal dari kata latin consensus yang 

artinya sepakat. Para pihak sepakat atau setuju mengenai prestasi yang 

diperjanjikan. Apabila dikaitkan dengan kalimat pertama Pasal 1338 KUHPer yang 

menyatakan bahwa ”Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata “sesuai 

dengan undang-undang” berarti bahwa pembuatan perjanjian yang sesuai dengan 

undangundang/hukum adalah mengikat. Sesuai dengan undang-undang berarti 

memenuhi keempat syarat yang terkandung di dalam Pasal 1320 KUHPer.  

3. Asas Pacta Sunt Servanda. Istilah pacta sunt servada adalah merupakan suatu 

perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak, mengikat para pihak secara 
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penuh sesuai dengan isi perjanjian. Mengikat secara penuh artinya kekuatannya 

sama dengan undang-undang, sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi 

kewajiban yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian, maka oleh 

hukum disediakan sarana ganti rugi atau dapat dipaksakan. 

4. Asas Itikad Baik. Asas itikad baik terkandung dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang 

menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 

Asas ini berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian dan berlaku bagi debitor maupun 

bagi kreditor. Dan menyatakan bahwa “Persetujuan harus dilaksanakan dengan 

itikad baik.” 

5. Asas Kepribadian. Asas kepribadian ini sebenarnya menerangkan pihak-pihak 

mana yang terikat pada perjanjian. Asas ini terkandung pada Pasal 1315 dan Pasal 

1340 KUH Perdata. Pada Pasal 1315 disebutkan bahwa pada umumnya tak seorang 

pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu 

janji daripada untuk dirinya. Selanjutnya Pasal 1340 menyatakan bahwa perjanjian-

perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya, perjanjian itu tidak 

dapat membawa rugi atau manfaat kepada pihak ketiga, selain dalam hal yang 

diatur klaim Pasal 1317. Oleh karena perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang 

membuatnya dan tidak dapat mengikat pihak lain. Maka asas ini dinamakan asas 

kepribadian. Sementara  Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang 

berbunyi Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu pokok persoalan tertentu; 

4. Suatu sebab yang tidak terlarang. 

Yang merupakan konsekuensi hukum dari tidak terpenuhinya salah satu atau 

lebih dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut bervariasi mengikuti syarat mana 

yang dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut: Munir Fuady, 

2001:34) 

1. Batal demi hukum (nietig, null and void), misalnya dalam hal dilanggarnya syarat 

objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat objektif tersebut adalah: 

a. Perihal tertentu, dan 

b. Sesuatu yang halal. 
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2. Dapat Dibatalkan (vernietigbaar, voidable), misalnya dalam hal tidak terpenuhi 

syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat subjektif tersebut adalah: 

a. Kesepakatan kehendak, dan 

b. Kecakapan berbuat.   

Fungsi dari meterai di dalam surat perjanjian yang masih banyak tidak di 

ketahui. 

1. Pemungutan Pajak atas Suatu Dokumen. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2020 tentang bea meterai, yaitu “Bea Meterai dikenakan 1 (satu) kali 

untuk setiap dokumen”. Bea meterai juga menjadi salah satu cara 

pemerintah mengumpulkan dana dari masyarakat, dimana tarif Bea Meterai 

menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 Pasal 5, yaitu: “dokumen 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai bea Meterai dengan tarif tetap 

sebesar  Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)”.   

2. Meterai Bukan Penentu Sahnya Suatu Perjanjian. Salah satu objek dari Bea 

Meterai adalah surat perjanjian yang  dibuat untuk menjadi alat bukti dan 

dasar hukum atas hak dan kewajiban para pihak. Berdasarkan Pasal 1320 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat 4 (empat) sayarat sahnya 

suatu perjanjian. Syarat ini teridri atas kata sepakat, kecakapan para pihak, 

suatu hal tertentu, atau adanya objek perjanjian, dan suatu sebab yang halal. 

Oleh karena itu, apabila suatu perjanjian telah menggunakan meterai tetapi 

tidak  memenuhi empat syarat tersebut, maka perjanjian tersebut tidak sah  

dimata hukum. Jadi, sebelum membuat perjanjian, pastikan terlebih dahulu 

perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sebelum anda menambahkan 

meterai di dalamnya. Kerena penentu sahnya suatu perjanjian tidak di 

tentukan dari ada atau tidaknya meterai, namun apabila syarat sah perjanjian 

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah 

terpenuhi. 

3. Persyaratan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan. Pembuktian merupakan 

tahapan yang penting dalam menyelesaikan perselisihan bagi para pihak di 

Pengadilan. Dengan tidak adanya meterai dalam suatu dokumen, maka 

dokumen tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan. 
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Oleh karena itu, fungsi meterai penting untuk menjadikan suatu dokumen 

dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. 

Dan ketika anda akan menggunakan dokumen tanpa meterai sebagai alat bukti di 

pengadilan, anda tetap harus membubuhkan meterai di dokumen tersebut. Hal ini 

dinamakan Nazagelen (pemeteraian kemudian) dimana pemeteraian ini dilakukan atas 

dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Keuangan No.134/PMK.03/2021 tentang Tata Cara 

Pemeteraian kemudian.  

Pemeteraian Kemudian dilakukan untuk:  

a. Dokumen yang bea meterai nya tidak atau kurang dibayar sebagai mana mestinya; 

dan/atau  

b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.  

Dokumen tersebut harus terlebih dahulu dilakukan Pemeteraian ketika akan 

dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan. Ketentuan ini menegaskan bahwa jenis 

dokumen bisa berubah menjadi alat bukti di pengadilan karena digunakan untuk 

maksud yang berbeda. Dokumen yang merupakan Objek Bea Meterai yang telah 

dibayar Bea Meterainya sesuai ketentuan Undang-Undang, ketika digunakan sebagai 

Dokumen alat bukti di pengadilan, tidak wajib dilakukan pemeterain kemudian. 

 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Keabsahan surat perjanjian yang tidak menggunakan meterai 

Berdasarkan pada ketentuan hukum keperdataan pada pasal 1313  KUHPerdata 

bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, pada hakikatnya telah terjadi 

dengan adanya sepakat (consensus) dari kedua belah pihak dan mengikat mereka yang 

membuatnya.  

Sedangkan menurut Subekti memberikan pengertian terhadap perikatan, bahwa 

perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua 

orang / lebih atau dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari 

pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.(R. Subekti, 

2010:1) 
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Syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: 

1. Sepakat.  

Sepakat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yang berupa kehendak 

untuk membuat perjanjian, dengan kata lain adanya kata sepakat dari mereka yang 

mengikatkan dirinya. Kata sepakat harus diberikan secara bebas walaupun syarat 

kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah terpenuhi, mungkin terdapat 

suatu kekhilafan dimana suatu perjanjian yang telah terjadi pada dasarnya ternyata 

bukan perjanjian, apabila kedua belah spihak beranggapan menghendaki sesuatu 

yang sama akan tetapi tidak. 

2. Kecakapan untuk mengadakan perjanjian. 

Cakap menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah 

mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah 

pernah kawin, tidak termasuk orang-orang sakit ingatan atau pemboros yang 

karena itu pengalihan diputuskan berada dibawah pengampuan dan seorang 

perempuan yang bersuami. . 

3. Objek atau Hal Tertentu. 

Suatu hal tertentu maksudnya adalah paling tidak, macam atau jenis benda 

dalam perjanjian sudah ditentukan, pengertian objek disini ialah apa yang 

diwajibkan kepada debitur dan apa yang menjadi hak dari kreditur. 

4. Suatu Sebab yang Halal 

Maksud dari sebab yang halal ialah apa yang menjadi isi dari perjanjian itu 

tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. 

Pada pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang 

menerangkan bahwa “Segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksudkan oleh 

pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah 

pihak, yang tersirat pula ajaran asas kekuatan mengikat yang dikenal juga adagium 

“Pacta sunt servanda” yang berarti janji yang mengikat. Yang mana jika dilanggar atau 

tidak dipenuhi akan menimbul kan Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian.  
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Kekuatan hukum surat perjanjian yang tidak menggunakan meterai  jika 

sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata 

Untuk dokumen keperdataan seperti perjanjian sebenarnya menurut Undang-

Undang Nomor  10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bisa menggunakan meterai. 

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai Pasal 1 angka 1 

berbunyi “Bea Meterai adalah pajak atas dokumen”. Artinya bawah surat perjanjian 

atau surat-surat lain yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat 

pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata maka 

dikenakan atas dokumen tersebut bea meterai.  

Terhadap surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan 

untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau 

keadaan yang bersifat perdata maka atas dokumen tersebut dikenakan bea meterai. 

Dengan tiadanya meterai baik dalam suatu surat perjanjian (misalnya perjanjian jual 

beli), tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjian jual beli) tidak sah, melainkan 

dokumen tersebut tidak memiliki pajak atas dokumen keperdataan dan untuk  khusus 

pembuktian surat di pengadilan. Apabila tidak ditempel meterai dan distempel maka 

tidak memenuhi persyaratan sebagai alat pembuktian. Sedangkan perbuatan hukumnya 

sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada tidaknya 

meterai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata berkaitan dengan syarat 

sahnya suatu perjanjian. 

Dalam proses penyelesaian persengketaan keperdataan para pihak yang 

bersengketa mereka mengharapkan agar pengadilan memutuskan pihaknyalah yang 

berhak atas objek yang dipersengketakan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka para 

pihak harus dapat membuktikan objek sengketa merupakan haknya dan bukan 

merupakan hak pihak lawan, sehingga dengan demikian pembuktian dalam proses 

penyelesaian sengketa keperdataan merupakan tahapan yang penting untuk dilakukan 

para pihak yang bersengketa. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang 

kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan, atau memberi 

dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan 

guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. 

Untuk meneguhkan hak seseorang atau untuk membantah hak orang lain, 

undang-undang menentukan alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam proses 
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penyelesaian perkara perdata adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 164 

HIR (Herzien Inlandsch Reglement) yang terdiri dari Bukti tertulis, Bukti Saksi, 

Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Selain alat bukti yang tercantum dalam Pasal 

164 HIR juga terdapat alat bukti lain yaitu Pemeriksaan Setempat (Descente) diatur 

Pasal 153 HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan Saksi Ahli (Expertise) diatur Pasal 

154 HIR (Herzien Inlandsch Reglement). Kekuatan mengikat alat bukti tersebut 

berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, karena alat bukti tersebut ada yang 

berkekuatan mengikat kepada hakim dan ada pula yang tidak mengikat kepada hakim 

melainkan diserahkan sepenuhnya kepada kewenangan hakim. Untuk mendapatkan 

pemahaman terhadap alat-alat bukti tersebut di atas kiranya dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Bukti tertulis. Yang dimaksud Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu 

yang memuat tandatanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati 

atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan diperguanakan sebagai 

pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang 

merupakan akta dan surat lain yang bukan akta, akta adalah surat sebagai alat 

bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu 

hak dan perikatan, yang dibuat sejak semula sengaja untuk pembuktian, keharusan 

ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta diatur dalam pasal 1886 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Tanda tangan yang tidak lain bertujuan 

untuk membedakan akta yang satu dengan yang lain atau akta yang dibuat orang 

lain, untuk memberi ciri.Sedangkan Bukan akta adalah surat-surat lain yang tidak 

termasuk akta yakni register dan surat-surat urusan rumah tangga. (M. Natsir 

Asnawi, 2013:32) 

Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan dalam akta dan surat 

bukan akta, selanjutnya Akta itu sendiri terdiri dari Akta Otentik dan Akta 

Dibawah Tangan, sehingga dengan demikian dalam hukum pembuktian dikenal 

tiga jenis surat, yaitu sebagai berikut: 

a) Akta Otentik 

b) Akta Dibawah Tangan  

c) Surat Bukan Akta 
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2. Bukti Saksi. Saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan 

memenuhi syarat suatu peristiwa yang diungkapkan sebagai persaksian di depan 

siding. (Sulaikin Lubis, 2005:133). Kesaksian adalah kepastian yang diberikan 

kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan 

pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak 

dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Kesaksian ini adalah wajar dan 

penting. Wajar karena dalam pemeriksaan di pengadilan sudah selayaknya untuk 

didengar keterangan pihak ketiga yang tidak termasuk dalam pihak yang 

bersengketa. Penting karena seringkali dijumpai dalam praktek tidak ada bukti 

tertulis atau alat bukti yang lainnya. Hal ini disebabkan karena terutama dalam 

suasana Hukum Adat atau Masyarakat Adat dalam melakukan perbuatan hukum 

dilakukan secara lisan. Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan 

dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus 

dikemukakan secara lisan di sidang pengadilan. Sehingga kesaksian yang 

didengar dari orang lain yang disebut testimonium de auditu.  Testimonium de 

auditu adalah kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain. 

Keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang 

disampaikan orang lain kepadanya adalah berada di luar kategori keterangan saksi 

yang dibenarkan Pasal 171 HIR dan Pasal 1907 KUH Perdata, keterangan saksi 

yang demikian, hanya berkualitas sebagai testimonium de auditu; dan disebut juga 

kesaksian tidak langsung atau bukan saksi mata yang mengalami, melihat, atau 

mendengar sendiri peristiwa pokok perkara yang disengketakan. (M. Yahya 

Harahap, 2016:661) 

3. Persangkaan . Dalam HIR yang menyangkut persangkaan terdapat dalam Pasal 

173 dan dalam pasal tersebut tidak dijelaskan apa yang dimaksud persangkaan 

karena hanya ditentukan bahwa persangkaan itu dapat digunakan sebagai alat 

bukti apabila persangkaan itu penting, seksama, tertentu dan ada persesuaian satu 

sama lainnya. Untuk dapat dijadikan alat bukti, persangkaan tidak dapat dengan 

satu persangkaan saja. Hal itu dapat disimpulkan dari kalimat terakhir Pasal 173 

HIR yang berbunyi “Dan bersetujuan satu dengan yang lain”. Dari kalimat itu 

berarti harus terdiri dari beberapa persangkaan yang satu dengan lainnya saling 

berhubungan. Apabila kita hubungkan dengan persangkaan tersebut di atas, maka 
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menurut Pasal 173 HIR (Herzien Inlandsch Reglement)  hanya menyebut sebagai 

persangkaan menurut kenyataan. Lain lagi halnya apabila menengok ketentuaan 

Pasal 1915 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa 

persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang undang atau hakim 

ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata kearah peristiwa lain yang belum 

terang kenyataannya. Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang 

atau oleh hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu 

peristiwa yang tidak terkenal. Ada dua macam persangkaan, yaitu: persangkaan 

menurut undang undang, dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-

undang. Kekuatan pembuktian persangkaan menyatakan bahwa pembuktian 

dengan persangkaan berdasarkan kenyataan tidak bersifat memaksa, terserah pada 

kebijaksanaan hakim untuk menggunakan atau tidak, sedangkan terhadap 

persangkaan menurut hukum (undang-undang) ia mempunyai kekuatan bukti yang 

bersifat memaksa, karena telah ditentukan secara tegas dalam undang-undang 

(Pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) jadi hakim terikat kepadanya. 

4. Pengakuan. Pengakuan dalam HIR pengaturannya terdapat dalam Pasal-pasal 174, 

175 dan Pasal 176. Apabila kita melihat ketentuan Pasal 164 HIR, maka jelas 

pengakuan menurut undang-undang merupakan salah satu alat bukti dalam proses 

penyelesaian perkara perdata. Hukum Acara Perdata mengenal dua macam 

Pengakuan yaitu Pengakuan yang dilakukan di depan sidang dan Pengakuan yang 

dilakukan di luar sidang. Pengakuan yang dilakukan di depan sidang merupakan 

keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh 

salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan baik 

seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang 

diajukan oleh lawannya yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim 

tidak diperlukan lagi. Pengakuan ini dapat dilakukan baik langsung oleh yang 

bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu baik 

secara lisan maupun tulisan dalam jawaban. Dalam mengakui sesuatu hal di depan 

hakim haruslah berhati-hati karena pengakuan yang dilakukan di depan siding 

tidak dapat ditarik Kembali. 

5. Alat bukti sumpah. Pengaturannya terdapat dalam Pasal 155-158, 177 HIR. Alat 

bukti sumpah dapat digunakan sebagai upaya terakhir dalam membuktikan 
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kebenaran dari suatu proses perkara perdata, karena sepanjang alat bukti lainnya 

masih dapat diupayakan maka sumpah lebih baik ditangguhkan penggunaannya. 

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan 

atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan 

sifat Maha Kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa dan percaya bahwa siapa yang 

memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.  

Dalam hukum keperdataan alat bukti surat yang berbentuk  sebuah akta bisa 

dijadikan sebagai alat pembuktian yang kuat. Fungsi dari akta otentik adalah sebagai 

alat bukti yang sempurna, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1870 KUH Perdata yang 

berbunyi “Suatu akta untuk memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau 

orang-orang yang mendapat hak ini dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang 

apa yang dimuat di dalamnya”.Tetapi perlu diingat yang di kenai bea meterai bukanlah 

perjanjian itu, tetapi dokumen yang dibuat untuk melakukan sebuah perjanjian dimana 

dokumen tersebut dibuat untuk membuktikan bahwa telah terjadi sebuah perbuatan, 

kenyataan, atau keadaan bersifat perdata. 

Dalam pelaksanaan pengaturan Bea Meterai ini dilaksanakan berdasarkan dengan 

beberapa asas, hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Bea Meterai, asas-asas tersebut yaitu: 

1. Kesederhanaan 

2. Efisiensi 

3. Keadilan 

4. Kepastian hukum 

5. Kemanfaatan 

 Perlu diketahui meterai  bukan suatu bentuk syarat sah dari suatu perjanjian, 

melainkan pemeteraian pada perjanjian hanya berupa syarat formal agar dokumen 

tersebut dapat dijadikan sebagai pembuktian mengenai perbuatan kenyataan atau 

keadaan yang bersifat perdata di pengadilan jika terjadi konflik atau sengketa antara 

para pembuat perjanjian di kemudian hari. Oleh karena itu, tidak adanya meterai pada 

suatu dokumen tidak berarti membatalkan perbuatan hukum dari para pihak yang 

bersangkutan, melainkan hanya tidak terpenuhinya syarat sebagai alat bukti di 

pengadilan. 
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Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea 

Meterai juga mendefinisikan apa yang dimaksud dengan dokumen, “Dokumen adalah 

sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan,  yang dapat 

dipakai sebagai alat bukti atau keterangan”.bentuk tulisan tangan yang dimana 

dokumen tersebut mengandung arti dan juga maksud tentang perbuatan, keadaan, atau 

kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan.  

Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap persidangan dalam 

penyeleksian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang sangat penting. 

Pengertian dari pembuktian tidak disebutkan secara khusus dalam peraturan 

perundang-undangan, namun terdapat dalam ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata, 

menjelaskan bahwa “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu 

hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, 

menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa 

tersebut. 

Kekuatan meterai pada surat perjanjian dalam acara perdata di pengadilan adalah 

sebagai alat bukti tertulis. Namun dalam hal tidak dibubuhinya meterai pada surat 

perjanjian bukan berarti tidak sahnya perbuatan hukum yang dilakukan, hanya surat 

perjanjian dari perbuatan hukum yang dilakukan itu tidak memenuhi syarat untuk 

dapat digunakan sebagai alat bukti pengadilan. Berdasarkan penjelasan diatas, dapat 

dipahami bahwa materai berfungsi sebagai pembayaran pajak atas suatu dokumen dan 

tidak memiliki kaitan sah tidaknya suatu perjanjian, oleh karena itu tdk perlu khawatir 

apabila menadatangani suatu perjanjian yang tidak bermeterai apalagi perjanjian 

dibawah tangan. 

 

E. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai 

disebutkan bahwa terhadap surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan 

tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau 

keadaan yang bersifat perdata maka dikenakan atas dokumen tersebut bea meterai. 

Dengan tiadanya meterai dalam suatu surat perjanjian (misalnya perjanjian jual beli), 

tidak berarti perbuatan hukumnya (perjanjian jual beli) tidak sah. Sedangkan perbuatan 

hukumnya sendiri tetap sah karena sah atau tidaknya suatu perjanjian itu bukan ada 
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tidaknya meterai, tetapi ditentukan oleh Pasal 1320 KUHPerdata yang berkaitan 

dengan syarat sahnya suatu perjanjian dimana haru terdapat unsur adanya suatu kata 

sepakat, cakap dalam melakukan perbuatan hukum suatu hal tertentu dan tidak 

melanggar peraturan perundang-undang ( suatu sebab yang halal).  

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea 

Meterai yang mana adalah merupakan landasan hukum pengenaan Bea Meterai 

terhadap dokumen. Dalam suatu perkara perdata atau dari keseluruhan tahap 

persidangan dalam penyelesaian perkara perdata, pembuktian memegang peranan yang 

sangat penting. Pengertian dari pembuktian tidak disebutkan secara khusus dalam 

peraturan perundang-undangan. Namun terdapat dalam ketentuan Pasal 1865 KUH 

Perdata, menjelaskan bahwa “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai 

sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak 

orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau 

peristiwa tersebut, sehingga jika surat perijanjian dihadirkan sebagai bukti surat di 

pengadilan perdata maka surat tersebut merupakan dokumen yang harus di meterai 

terlebih dahulu sebagai pelunasan pajak. 

 

Saran-saran 

Adapun saran yang diberikan sebagaimana berikut: 

1. Kepada Masyarakat yang ingin melakukan suatu perbuatan hukum atau 

melakukan suatu perjanjian dengan pihak lainnya tidak pakai materaipun 

perjanjian tersebut sah, namun untuk jika sebagai pembuktian adanya perbuatan 

hukum alangkah baiknya di pakai materai. dengan tujuan untuk digunakan sebagai 

alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan, atau keadaan yang bersifat 

perdata agar penggunaan atas meterai tersebut merupakan bentuk kepatuhan 

terhadap peraturan undang-undang yang memfungsikan meterai sebagai pajak atas 

dokumen yang di buat. 

2. Pemerintah harus lebih giat dalam melakukan sosialisasi terhadap  masyarakat 

tentang penggunaan materai supaya dipahami fungsi dari materai tersebut. 
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